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RINGKASAN

Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak akibat adanya perubahan iklim.
Dengan wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan banyak masyarakat
Indonesia yang tinggal di pesisir Pantai, kenaiknya permukaan laut telah
menyebabkan beberapa pulau kecil Indonesia tenggelam, rusaknya ekosistem
pesisir pantai, terganggunya mata pencaharian masyarakat pesisir pantai, sampai
dengan rusaknya infrastruktur yang menunjang terhubungnya masyarakat antar
pulau. Di sisi lain, perubahan iklim juga telah menyebabkan kemarau panjang dan
gagal panen bagi para petani sehingga menggangu stabilitas pangan dalam negeri.
Sebagai salah satu negara penghasil emisi karbon terbesar pada tahun 2021,
Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) mencatat bahwa
Indonesia menduduki 10 (sepuluh) besar dan bahkan GRK di Indonesia diproyeksi
terus meningkat pada 2021-2030. Berdasarkan laporan dari JRC Science for Policy
Report pada tahun 2023 di atas, EDGAR mencatat pada 2022 GRK Indonesia pada
sektor industri, pembangunan, transportasi, bahan bakar, pertanian dan sampah
telah mencapai pada angka 1.240.833 Mt CO2eq (metrik ton karbon dioksida
ekuivalen) dan akan kemungkinan bertambah jika tidak ada upaya dalam
pengurangan GRK. Peluncuran IDXCarbon dan regulasinya sebagai upaya negara
dalam mengontrol pengurangan GRK dan pemanasan global, tentu tidak terlepas
dari bagaimana jaminan kepastian hukum dan kemanfaatan yang terkandung di
dalamnya. Serta, konsekuensi bagaimanakah di masa yang akan datang terhadap
perekonomian khususnya pada manifestasi green economy.

Dengan dasar hukum vyang ada, jika mendasarkan dengan salah dua dari
penkategorian lapisan konsep kepastian hukum Bydlinski yaitu Kejelasan Hukum
(legal clarity/Recthsklarheit) dan Aksesibilitas Hukum (legal
accessibility/Recthszuganglichkeit), kehadiran IDXCarbon dan regulasi yang
berkaitan dengannya, secara umum memberikan jawaban akan kejelasan hukum
melalui aturan-aturan yang ada dan memberikan aksesibilitas pada para pihak yang
melakukan perdagangan melalui hak dan kewajibannya. Namun, jika ditelaah dari
tata penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui IDXCarbon, di mana kewajiban
utama Penyelenggara Bursa Karbon terletak pada penyeleggaraan perdagangan unit
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karbon yang wajib dilaksanakan dengan teratur, wajar dan efisien. Tiga pilar ini
jugadiperkuat dengan kewajiban pengadaan jasa hingga pengikatan, pertemuan dan
penyelesaian antar pihak yang bertransaksi. Adapun hak yang melekat pada para
pihak dapat dilihat pada cakupan penyediaan sistem perdagangan. Dalam
mekanismenya, pertemuan pihak yang menjual dan membeli unit karbon
mendapatkan hak untuk saling mengajukan dan menawarkan harga dari unit karbon
yang akan dijual hingga sampai ke tahap penyelesaian transaksi. Perihal ini, penulis
menemukan kekaburan secara norma (vague norm) dalam penetapan harga. Pada
salah satu pengkategorian hukum Bydlinski yaitu keajekan hukum (legal
stability/Recthsstabilitat), di mana hukum dengan norma-normanya menjadi
stabilisator. Jika dikaji dari beberapa peraturan yang ada, tidak satupun dari tiap
lapisan peraturan menjelaskan mengenai harga efek atau sertifikat yang diperjual-
belikan baik secara nominal maupun harga pembuka atau penutup. Fluktuasi harga
yang tercipta dari bagaimana supply and demand berlaku, menjadi sebuah isu yang
nyata dari adanya kekaburan ini. Hal yang dicemaskan adalah terjadinya persaingan
usaha yang tidak sehat dengan framing jual beli karbon sebagai media tawar
mewanarnya, namun dalam pelaksanaannya terdapat aksi terselubung terhadap
produksi emisi GRK dengan jumlah yang lebih masif.

Hadirnya bursa karbon sebagai sebuah platform pendukung untuk tercapainya
National Determined Contribution dalam pengurangan emisi GRK sesuai dengan
regulasi yang ada sampai saat ini, dapat dinilai sebagai sebuah langkah penting
untuk menyiapkan langkah-langkah pengembangan lainnya pada penyelenggaraan
bursa karbon secara umum dan kemanfaatannya pada green economy secara
khusus. Salah satu langkah pengembangan yang kiranya nanti perlu untuk
keberlangsungan green economy dan untuk tercapainya Net Zero Emission serta
dapat membantu mengurangi emisi karbon di masa yang akan datang dan
mendorong para pelaku ekonomi untuk beralih pada penggunaan energi baru
terbarukan (EBT).
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ABSTRACT

This research aims to assess the extent to which regulations related to IDXCarbon
have impacts and benefits on the manifestation of a green economy in Indonesia.
Using normative legal methods which is descriptive and utilize statutory and
conceptual approaches, researchers look for and collect laws and regulations
relating to Carbon Trading in the manifestation of a green economy. The binding
force of international Agreements makes made Indonesia consider it necessary to
immediately follow up the program on the Nationally Determined Contribution by
presenting a carbon trading scheme. Through POJK Number 14 of 2023,
IDXCarbon with its three pillars of implementation (measured, reasonable and
efficient) provides a basic explanation of the rules related to the implementation of
carbon trading practices and also provides accessibility to trading parties through
their rights and obligations. The significance of carbon trading practices towards
the realization of a green economy in several countries with low carbon footprint
status is an important barometer for other countries, especially Indonesia. As an
inseparable part of the green economy, the actualization of carbon trading
practices through IDXCarbon will have an effect on sustainable development. The
same thingwill also have a positive impact on the effectiveness of the energy sector
by implementing NDC and realizing Net Zero Emissions and starting to shift to new
renewable energy which will provide benefits to realize the mandate of the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia regarding providing a decent life for all
citizens.

Keywords: Carbon Trading, Green Economy, Sustainable Development
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pengaturan terkait praktik
perdagangan karbon dalam Indonesia Carbon Exchange memberi dampak serta
manfaat pada manifestasi green economy di Indonesia. Dengan metode hukum
normatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual, peneliti mencari dan mengumpulkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Perdagangan Karbon pada manifestasi
green economy dan mengikuti setelahnya penguatan teori dari buku-buku atau
literatur hukum diikuti dengan alat pengumpul data studi lain berupa dokumen.
Kekuatan mengikat pada Kyoto Protocol dan Paris Agreement membuat Indonesia
memandang perlu dengan segera untuk menindaklanjuti program Nationally
Determined Contribution dengan menghadirkan skema perdagangan karbon.
Melalui POJK Nomor 14 Tahun 2023, IDXCarbon dengan tiga pilar
pelaksanaannya (teratur, wajar dan efisien) menyampaikan penjelasan dasar
mengenai aturan-aturan terkait pelaksanaan praktik perdagangan karbon dan juga
memberikan aksesibilitas pada para pihak yang melakukan perdagangan melalui
hak dan kewajibannya. Siginifikasi praktik perdagangan karbon terhadap realisasi
green economy pada beberapa negara dengan status low carbon footprint menjadi
barometer penting bagi negara lainnya khususnya Indonesia. Sebagai bagian yang
tak terpisahkan dari green economy, aktualisasi praktik perdagangan karbon
melalui IDXCarbon akan memberikan efek pada pembangunan berkelanjutan. Hal
serupa juga akan berdampak pada efektifitas yang positif terhadap sektor energi
dengan melaksanakan NDC serta mewujudkan Net Zero Emission dan mulai
bergeser kepada energi baru terbarukan akan memberikan manfaat untuk
mewujudkan Amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
perihal memberikan kehidupan yang layak pada seluruh warga negara.

Kata Kunci: Perdagangan Karbon, Green Economy, Pembangunan
Berkelanjutan
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